WALI KOTA PALU

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Menimbang

PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

WALI KOTA PALU,

bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik dilakukan dalam upaya meningkatkan daya
gaing Badan Usaha Milik Daerah Kota Palu dalam
perkembangan  dunia  usaha yang semakin
dinamis dan kompetitif;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 avat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah, pengurusan
Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan sesuai
dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
schingga membutuhkan kebijakan daerah dalam
penerapannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Pada Badan Usaha Milik Daerah;



Mengngat . 1. Paszal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1943,

2. Undang-Undang Momer 4 Tahun 1994 tentang
Fembentukan Kotamaldys Daerab Tingkat I Palu
[Lembaran  Wegara Republik Indomesia Tahun
1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Nepar
Repuhlik indonesia Nomor 3239).

3, Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2014 tentang
Femerintahen Dhaetah [Lembaran Negara
Imdonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambabhan
Lembaratt Megara Republik Indone=zia  Nomor
5587} sebagaimana telah diubab terakhir dengan
Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2005 tentang
Perubaban Kedoa atas Undang-Undang Momor 23
Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah,
{Lembaran Wegara BEepublik Indonesia Tabhun
2015 Numur 5B, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S679);

4, Peraturan Pemernntalh Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Bilk Daoerah {Lemibarun
MNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomer
J05, Tambahan Lembaran Negpars EREepublik
Indonesa Nomor 617 .3);

RMEMUTLISKAN:
Meneslapkan @ PERATURAMN WAL[I KOTA TENTANG PENERAPAN TATA

KRELOLA PEREUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH,

BAB I
KETENTUAN UMM



Pagal 1

Dalem Peraturan Wali Hota ini, yang dimaksud dengan:

1.

Tata Kelola Perusahan Yang Baik adalah sistem pengelolaan ¥ang
mengarahkan dan mengendalikan peruszahan agar menghasilkan
kemanfbakan ekeonomi vang berkesinambungan dan keseimbangan
hubungan antara pefhangka kepentingan.

Badan teaha Milik Daerah yang sclanjutnva disingkat BUMD adalah
badan usaha vang seluruh atau sebagian besur modalnya dimifiki
aleh Pemeriniah Kola Palu melalui penyertaan secara langsutig Yang
berasal dari kekayaan deerah yang dipisahkan.

Perusahan Umum Daerah vang selanjuinya disebur Perumda adalah
BUMD vang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak
terbagi atas saham, vang bertujuatt untuk kemanfaatan umum
berupa penvediaan barang dan/atau juss vang bermutu tinggi dan
sekaligus mencar keuntungan berdasarkan prinsip  pengelolaan
petusahaan.

Perusahan Perscroan Daerabh yang selanjutnys disebut Perseroda
adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya
terbagi dalarn saham vang seluruh atau paling sedikit S1% {lima
pulub salu persen) aghamnya dimiliki cleh satw Dawrah yang tujuan
ulamanyy mengeiat keuniungan.

Kekzavaan Dactah vang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang
Lerakal dari APBD untul dijadilkan penyertaan modal Daerah pacda
BUMD.

Kepala Dacrah vang mewskili Pemenintah Daerah dalam kepemilikan
kekayaan Dmaerah vang dipisahkan pada Perusahan Umom Daerah
yang sclanjutnya disingkat KPM adalah orgpn Perussmbaan Lmom
Dacrah vang metnegang kekuasaan tettings dadain Perusahaan
Utnum Daerah dan memepgang segala kewenangan yang  hidak
disetahkan Kepada Dhreks atan Dowan Pengawas,

Eapat Umum Pemegang Saham yanpg selanjutnya disingkat KL
adalah organ perusshasn perseroan Daerah doan memegang segala
weweTang vang tidak diserahkan kepada Direkst atau Komisaris,



10.

11.

12

13.

14.

15.

LG

17,

Dewan Pengawas arfalah organ Perusahaan Umum Daerah vang
bertugas melaksanalian pengawasan dan  memberikan  nasihat
kKepada Direkst dalam menjalankan kegpiatan pengurusan Perusahaan
Umum Caesrah.

Ratnisatis adalah organ perusahan Pergeroan Daerah yang bertugas
melakukan pengawasan Jdan memberikan nasihat Kepada Dielksi
tlalam metgalankan keyialaan pengurusan perilsshaan Persernan
Daerah,

Direksi adalah organ BURMD yvanp bertangung jawab alas pengurlsan
BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakih BUMD
baik didalam maupun diluar pengedilan aesucai dengan ketentuan
BNEFaran dasatr.

Dewan Pengawas Independen adalah yang tidak memiliki hubungan
kevangan, kepenpurusan. kepemilikan saham dan/atau hubungan
Leluatgs  denpan angeota  Pengawas  lainnva, anpggota  Direksi
danfalau  hubungan BUMD yang bersangkutan yang dapat
mempeigaruhl kemampuannya untuk bertindak indrpenden.

Qrgan Perussbann UTmum Daerah adalah KPM, Dewan Pengawas dan
ek,

Organ Petrseroan Daerah adalah Repar imum Pemegang Saham
[RUFS), Kamisaris dan Direksi.

Pemargku Kepentingan adalah pihak-pihak yang berkepentingan
dengan BELMD karena mempunyai hubungan hukum dengan BUMD.
Keontrak Kinerga adalah pemyataan kesepakatan dengan perusahaan
yang memust antara lain janji atal pemnyataan Dewan Pengawas
atau Anggata Komisans dan Anggota Direksi untuk memenyhi targer
kinerja vang ditetapkan aleh KPM atau RUPS.

Uji kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adaiah
proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseerang untuk
menjahat sebapgai anggota Dewan Pengawas atau Komisarie dan
anggata Direkst BUMD.

Code of Corporate Goverance yang =elanjutnya disingkat CeCG
adalah  aturan  untuk mendukong  teraksananva  pengelolaat
perusahaan yang lebih professional, transparan dan efisien dengan
memberdavakan fungsi dan peran =etiap argan perusahaan.
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Code of Conduct yang selanjutnya disingkat Co¢ adalah standar
pentaku yang disepakati dan dituangkan dalam dokumen yAng
ditandatungani oleh Direksi.

Board Manual adalsh suatu alat banty iorientasi) bagi Dewan
Pengawas atal Komisaris dan Direksi Untuk dapat melaksanakan
pekerfaan secara efisien dan efekiif

Fiagam SPl adalah dokumen perusabhaan yang menvatakan tujuan,
kewentangan dan tanggumawab dard fungsi intermal awdit Jdalam
nemberikan jasanva kepada perusahaan.

Plagam Komite Audit adalah suatu dokumen YATLE Mengatur tentang
tugas, Ingeingawab dan WEWENATE S¢rta struktur Kamite Auriit.
Hak Substitusi adatab hak vang diberikan oleh pemegang kuasa agar
dapat mewakili pemegang kugss dajam melakukan tindakan.

Diaeral adalah Kota Paly

Kepala TDaerah  adalah  Wali Kota  Palu sebagal  pemimpin
Femerintahan Naerah Kuta Palu.

Femerintah  Daerah  adalah  Wali Kota Paly schagat  unsgr
penyelenggara Pemerintahan Tlaerah YaNg memimpin pelaksanaan
UTrusan pemeriniahan yang menjadi kewenangan daerab otonom.

Weali Kota adalah Wali Kota Palu

Ferangkat Daerah adalabh unsur pemmbantu Kepala Daesrah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daersh dalam PenYelenparaat Uruaan
Pemenntahan yvang rmenjadi kewenangan Daergh.

Pasal 2

Prinsip Tata Kelola Perusahan Yang Baik dalam BUMD mnelipnt;

a,

fransparanst  yailk  keterbukaan  dalam  melaksanaken proges
pengambilan keputusan dan kererbukaan dalam mengungkapkan
informasi material dan relevan mengenal perugahaan:

ukuntabilitas vaitu kejelasan fungsi, pelakzanaan dan pertanggung-
Jawaban organ sehingga pengelolaan perusahasn terlaksana secars
aleltrf:

pertanggungiawaban  vaitu  kesesoaian  di dalam pengelniaan
perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip
korporasi yang sehat:




kemandirdao vaitu keadsan dimana perusshazsn dilelola secara
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengarub alau tekanan
dan pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang
undangan dan prinsip korpotresi yang sehat;

kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak
Pemangku Kepentingan vang timbul berdasarkan petjanyian dan
peraturan perundang-undangan,; dan

partisipasi vaitu suatu keterlibatan mental dan emosi sesecrang

kepada pencapaian tujuan danp ikut bertanggung jawab di dalamnya.

FPasal 3

Penerapan prinsip Tata EKelola 1Perusabhsn Yang Bak pada BUMD

bertujuan untuk:

a.
b.

mencapal tujuan BLMD;

mengoptimelkan nilai BUMD apar perusshaan memihld daya saing
yang kuat, kaik secara lokal maupun nasional =ehingga mampu
mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untok
tneneapal maksud dan tujuan BUMLD;

mendorong pengelelaan BUMD secara profesional, efisien dan efektil
serta memberdayakan fungsi dan meningkaikan kemandrian organ
BLIMDy;

mendorong agar organ BUMD dalam nembuat kepulusan dan
menjalankan findakan Jdilandesi nilai moral yang tngei dan
kepatuhan terhadap peraturen perundang-undangan, semna
kesadaran akan adanya langgung jawab sosial BUMD terhadap
Pemangku Kepentingan,;

meningkatkan  kontribusi BUMD  terhadap  kemampuan  fiskal
Pemerintah  Daerah, perekonomian Daerah,  perekonornian
Masionalidan

meningkatkan  iklim usaha sang kondusif bagi  perkembangan
investasi Daerah dan Nasional.

Paaat 4

Fuarg ingkup pengatutran Peraturan Wali Kota ini adalah;

a.

kewajiban BUMD menerapkan Yata Kelola Perusahan Yang Baik:
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(2]

Crgan BEUMD,;

Pemilik Modal atau Pemegang Sabham;

Dewan Pengawas atay Komisars;

Direls;

auditor eksternal atas laporan kelpangan;

informmasi;

keselamatan, kesempatan, kesetaraan kerja dan pelestarian
lingkungai;

monitoting dan evaluasi BUMD:

hubunpan dengan Pemanpgky Kepentngan;

etika berusahia, anti korpsi dan donasi;

ptogram pengenalan UMD, dan

peripukuran tethadap penerapan Tata Kelola Perusahan Yane Baik.

BAB II
KEWAJIBAN RUMD MENEEAIPKAN TATA KELOLA
PERUSAHAN YANG BAIK

Pasal &
BUMLy menerapkan Tata HKelola Perusahan Yang Baik  sscarn
kenuisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan
Wali kota inmi dan 1etap memperhatikan ketentuan dan norma veng
berlakol serta anggaran dasar BUMD,
Dalam  rangka penerapan Tata Kelola Perusahan Yang Baik
schagaimana dimaksud pada avar (1], Direks! secara bertzhap
menyusun Tata Eelola Perusahasn Yang Baik melipueii:
a. CalG
Lo

=3

Board Marmol,

Pizpam 3P,

Piagam Komite Audit;

Pedoman Sistern Pengendalian [ntern,
Pedoman Manajemen Resikoo;

PR S T

T

tata cara pelaporan atas dugaan penyimpangan; dan

——

tata kelola teknolog inlommasi.
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Fazal &

Pedoman Tata Kelola Perusahan Yang Bak munimal melfiputi

.

N

=

=B 8 B3

t.

latar belakanp;

tujuan penerapan Tata Kelola Perusahan Yang Baik;

prinsip Tata Kelala Perusaban Yang Baik,

vizi mis1 dan nilai-nilaj BUMD:

struktur tata kelola:

proses tata kelola:

pengangkatan dan  pemberhentian Dewan Pengawas atau
kemisaris dan Anpgola Direksi;

prograim pengenalan RUMD;

PELYUELSDAT rencana atrategis bisnis, rencana bisnis, dan
anpgaran tahunan dan kontmak manajermnen;

konilik kepentingan;

pengambilan keputusan;

media komunikasi dan infurmasi pendelegasian wewenang:
pengelolaan kevangan;

tanggung jawab sosial perusahaan,

pengendaiian internal;

rapat pemilik modal, rapat lainnya dan rivsalah rapar;
penilaian kinetja,

proses penunjukan dan peran auditar eksternal;

mekanisme kegja Komite Audit, SPT dun auditor eksternal dan
pemantanan ketaatan Tata Kelola Perusahan Yang Bailk,

Col minimal mermtat;

.

peniyataan komitmen Direksi dun Dewan Pengawas atau
Komizaris;

nilai-nilal perusahaan;

benturan kepentingan;

pemberian dan  penerimaan  hadiah, jamunn, hiburan dan
donasi:

kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja serta
plelestarian lingkungan;

kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerasn dan
PIoIs

integritas laporan keuangan;



h. perlitelubngan informasi perusahaat dan intangitde asset,
i.  informasi orang dalam [untuk BLAMD thkl;
. perlindungan harta perusahaan,
k. kegiatan sosial dan politk;
I, etika vang terkait dengan Pemangku Kepentingan; dan
m. mekanisme penegakan pedoman perilukuy termasuk pelaporan
atas pelangsaran dan sanksi.
{3 Bgard Mamal minimal memuyat:

a. latar belalkang;

b, landaaan hubkum,

&, sojarah stngkat BUOMD,

d. vl dan misi BUMD;

e. ntlai-nila ataw budaya ketga BUMD:
f. struktur orgatiisasi BUMD;

g. rehwans dan realisasi usaha BUMD;
h  opini atay laporan kelangan; dan

prinsip dasar den fungsi keseimbangan hubungan kerja Dewan
Penpawas atau Kormisas dan Direlos.
(4} Piagam SFl micimal meamoat;

a. pcndahuluan;

&

vizl dan s SPIL;
kedudukan S5P1;
peran SFI;
wewenang SPI;

E B S =T

ruang lingkup;

prinsip-prinsip Tata kelela I'=rusahan Yang Baik;

oo

pelaporan;

[

hubungan denagn auditor eksiernal;

hubungan dengan komits audit,

| S

k. Tanggungjawabh manajemen;
l  wewenang manajemen:
m. standar profesi dan kede etik; dan
. jaminan mutu.

(5 Piagam Komite Audit minimal mmemuat;
a. tujuan;
B kedudukan;



(1)
[

13

4]

e, komposisi dan keanggotaan;

d.  masa jabatan;

pola hubungan denpan auditor eksternal dan mternal;
jpola hubungan dengan manajemen,

sumber dava dan kewenangan;

T R o0

konflilk kepentingan dan kode eiik; dan

—_—

rapat dan laporan.

JEE1ERI |
ORCGAN BUMD

Pasal ¥
Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUM»
Oegan  BUMLD  sebagaimana  dimaksud pada ayar (1] untuk
Ferusahaan Umum Daerah terdirt atas:
a. KPFM [Kuasa Pemilik Modal);
. Dewan Pengawas, dan
c.  Direksi.
Organ BUMD sebapaimeanas dimaksud pada avat (1) pada Perusahzan
Persercan Daerah terdis alas:
a EUPS:
L. HKHomisaris, dan
c. [nreksi
Organ BUMD menjaiankan perannya sesual dengan Anggaran Dasar
BUMD dan peratutan perundang-undangan,

Fasal B

Setiap orang dalam pengurusan BUMD schagaimana dimaksud dalam

Fasal ¥ ayar (1] dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat
ketiga herdasarkan garis hirus ke atas, ke bawah atau kesamping,
termasulk yang tmbul karena perkawinan.

BAR [V
PEMILIK MODAL ATAUY PEMEGANG SAHAM



Bagian Kesatll
Hal Pemilik Modal Atau Permegang Saham

Paral 9

Wall Kots mewakili Pemerintab Dacrah dalam kepemilikan Kekayaan

tdlaeral vang dipisahkan pada:

d.  Peruinde berkedudukan sebugai pemilik modal; dan

b, Perseroda berdudukan sebagai pemegang saham.

Pagzl 10

(1] Hak pemilik modal alau pemegang sabam vang harus dilindungi

sebagai berikut:

a.
b.

mengambil kepurysan tertinggl pada Perumda;:

menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS pada Perzerada
dengan ketentuan  satu sabam  membert hak  kepada
pemegangiva untuk mengeluarkan =satu suara;

memperaleh informast matenal mengenai BUMD =ecara tepal
waktu, terukur dan teraiur

menerinig  pembagian  dan keuntmuingan  BUMD  yang
diperuntukkan bagl pemilik modal atau pemegang saham dalam
bertuk setoran pembagan laba, deviden, dan sisa kekavaan
likuidazsi, sebanding dengan jumlah modal atan saham ysng
dirnilikinva; dan

biak lainnya Derdasarkan Anggaran Dasar dan  peraturan
perundang-undangan,

(2} Temegang saham yang namanya tercatat dalam daftar periegang

saham adalah pemegang saham yang memiliki hak sebagaimana
dimaksud pada ayat {1].
(3] Hak pemegang saham schagaimana dimaksud pada avat (1) harof

dan huruf d, berlaku sepanjang tidak diatur dalam undang-undang

Yang mengatur perseroan terbatas,

Bagian Kedua
hewenangan Pemilik Modal atau Pemegang Saham



{1

(2]

(3

[4)

Pasal 11

Wali Kata selaku pemilik modal pada Perumda dan pemegang saham

pada Perseroda mempunya kewenangan mengarnbil keputuszan,

Kewenangan dalam mmengamhil keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
Pelimpaharn kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]

dilakulkan dengan Keputusan Pamilik Modal atau Pemegang Saham.

Pelimpatian kewenangan sebagaimana dimaksud pada avat [2) dan

avat [3) memyat-

a.
L.

.

perubahan anggaran dasar;

pengalihan aser tetaps,

ketiasama:

investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan  anak
perusahaan dan/atay penyertaan medal:

penyertaan modal Pemenntah Daerah bersumber dard modal
kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asct, dan agin
sabarmm;

pengatghkatan  dan  pemberhentian Dewan  Pengawas  atau
Kotmisaris dan Direlsi;

penghasilan Dewan pengawas atau Komisatis dan Direksi:
renetapan besaran penggunaan laba;

penpesahan laporan tahunan

penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilaliban, darn
permbltbaran BUMD

jarminan aset berjurmlah lebih dan 50% (Hma puluhb persen) dari
Jurulah kekayaan Dersih BUMD dalam 1 (satu] cransaksi atan
letsilr;

informasi pengelolaan keuangan dan operasional perusahaan.
menetapkan kelentuan mengenai sistim nengangkatan  dan
permnberhentian Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direkal:
menetapkan mekanisme den tata cara penilaian kinerja BUMD
dan penilaian kinerja masing-masing anggota Dowan Fengawas
atal Komisaris dan Direksi; dan



£2]

(3]

(4]

o. menctapkan mckanisme dan tata cara pengesahan Laporan
Tabiunan dan Reneana Keija Anpgaran Peruszhaan  serta
Feneana Jangka Panjang Perusahaarn  atau corporate

plany business plon,

Bagian Ketipa
Perastujuan YWah Kota Selaku Pemilik Modat Perumda

Paga] 12
Wali Kota memberikan perastyjusn  atas soatu usulan Dewan
Fengawas dan [Mrekai.
Dalam rangka mengusulkan sesyaty hal untuk dipuiuskan oleh Wali
Rota, Diveksr danfalas Dewan Pengawas wajib menvampaikan
penjelasan stcats lehigkap kepada Wali Kota.
Dalam rangka pengambilan keputusan, Wali Kota selaku pemilik
trewlal Terhak meminta peojelasan dar [hreksi dan/atau Dewan
Pengawas mengenal mformasi yang berkaiten dengan hal yang akaen
it glean,
Zetiap Kepatusan Wall Kota sclaku pemilik modal, atas suatu usulan
Direkar dan Dewan Pengawaz, dilalukan asecara tertulis baike dalam
etk surat laza danfatzu preduk hukum daerah lainnya.

Bagian keempat
Kuasa Pemilik Modal

Pasnl 13

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Ferumda apabila dapat

mecmbuktikan:

.
b,

tidak mempunya kenentingan pribadi langsung atau tidak langsung;

tidak rerlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan cleh
Perumda; dan

trdak terhbat secara langsung atau tidak langsung menggunakan

kekayaan Perumda secara melavwan hukum.



(1]

(2]

(3]
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1]

(2]

(3)

[4)

{3]

Fasal 14

Dalam setiap pengambilan keputusan, KPM dapat melakubkan rapat
beraama DRireksi dan Dewan Pengawas,
Fengambilan keputuzan oleh KPM sebagaimana dimakeud pada ayat
{1] mencakup:
a. pengembangan usaha BUMD,
b persetujuan pemhbentukan anak perusahaan;dan
c.  persetujuan penambahan modal disetor yang mengakibatkan

perubahan kepermitikan saham BUMD di anak perusahaan.
Kapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rapat tahunan;
b.  rapat persetujuan rencana kerja anggaran BUMD; dan
. Hapal luar nasa,
Kapat sebagainana dimaksud peda ayat [3) dituangkan dalamn risalah
dan didokumentasikan di BUMD.

Fasal 15
RUIPM dalam BUMD terdin atas:
a. EUPM Tahunan: dan
b. ELUPM Luar Riasa,
RUPM Tahungn sebagaimans dimskesud pada avat (1] hurdd a
merupakan Fapatr pembahayan bersama vang dieelenggarskan setiap
tahun unbuk pengesahan Eencana Herja dan Anggaran Perusahaan,
Rencana Jangka Menengah Perusahaan, dan Laporan Tahunan
Perusahaan.
FUPM Luar Biass stbapaimana dunaksud pada ayat {1] hurul T
merupakan rapat yvang diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh
Direkal dan/fatay Dewan Pengawas dan/fatau Pemilik Modal uniuk
menctapkan atau memutuskan hal yang tidak dilakukan pada RUFM
Tabiuran,
EUPM =zebapaimana dimaksud pada avat (1] harus memilikd
mekanisme untuk menyetujui Laporan Tahunan, Rencang Kege dan
Anggaran Perusahaan, Kencana Jengka bMencngah Perusahaan
secata tepat wakty.
Pemilik modal berhak memperoleh penjelagan lenpkap dan informasi
akturat berkenaan dengan penvelengparaan RUPM achapal bernikut:



6]

(7]
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{2

(3

[

{3

g, pangglan untuk KEUPM, vang mencakup informas mengcnal
sctiap mata acara dalam agenda RUMM, termasuk usul vang
direncanakan ecleh Direksi untuk diajukan dalam RUPM, dengan
ketcntuan apabila informasi  fersebut helum  tersedia saad
thlakukannya pangalan ontuk RUPM, intormasi dan/atau usal
lersebit harus disediakan di kantor BUMD zebeium EUPM
thaclanggarakan;

b. metode perhitungan dan peaentuan paji/honorarsm, [msilitas
dun/atau tunjangan lain bag setap anggcta Dewan Pongawas
dan Direksi, serta rincian mengenal gail/honorarum, fasilitas,
dan/atau tunjangan lain yanp diterima olch anggota Dewan
Pengawas dan Direlgl yang sedane menjabat. lkhuzus dalam
RUPM mengenai faporan Tahunan,

c. informasi mengenal nincian Rencana  Jangka Menengah
FPerusahaan dan Ecnicana Kerja dan Anpgaran 'erusahaan:

d.  informasi keuwangan atau hal lainnya yvang menyangkut BUMD
vang dimuat dalam Laporan  Tahunan «dan  Laporan
Kepangan;dan

. penjelasan lengkap dan inlormasi vang akurat mengenzi hal
vang berkaitan dengan apenda RUPM vang dilerikan sebelum
dem fatau pada saat HUTM herlangsung.

EUPM dalam mata acara lain berhak mengambil keputusan

sepanjang Pemilik Modal hadir dan/eatan diwakili dalam BEUPM dan

menyetujul tambahan mala acara RUPM.

Keputusan atas mata acara tambshan sebagaimana dimaksud pada

Aaval (6] harus disetujui dengan suata balat,

Pazal 14
Setiap penvelanggaraan RUPM wajib dibuatlzan risalah RUPM,
Fisalah REUUIM minimel memuat waktu, agenda, perserta, pendapat
yvanp berkembang daiam RUPM dan keputusan RUPM.
Hisalah EREUFM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  wajib
ditandatangani oleh kerua RUPM.
Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3] tidak disyaratkan
apabila risalah EUPM tersebue dibuat dengan akta Notaris.
Petnilik Modal berhak untuk memperoleh Salinan risalah RUPS.



(1]

(2

Buman Kelima
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 17

Wali kota mewakili Daerah selalu pemegang saham Perseroda di
dalam RUPS.

Wali Kota dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada
pejabat Pemerinlah Daerah.

Pasal 18

Wali Kota tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroda apabila dapat

membukrikan:

a.

h.

i)

(2]

tidak mempunyal kepenlingan pribadi langsung atau Gdak langsung.

tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum vang dilakukan oleh
Perseroda; dan falau

tidak terlibat ascara langsung arau tidak langsung mengpunakan

kekavaan Perseroda secara melawan hukum.

Faszal 19

Setiap pemegang saham berhak meraperoleh penjelasan lengkap dan

informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaran RUPS.

Informeast sebagaimana dimal:sud pada avat (1) meliputi:

i, panggilan untuk REUPS yang mencakup informasi mengenai
getiap mata acara dalam agenda EUPS, termasuk usul yang
direncanakan oleh Direksi untuk disjukan dalam EUFS, decpan
ketentuan apabila informasi tersebut belum  tersedia  saat
dilakukannya panggilan untuk RUPS, inforrnasi dan/atan usul
tersebui harus disediakan di kantor Perseroda acbelum RUJPS
diselenggarakan,

b. metode perhimungan dan penentuan gaji/honomanum, fasilitas
dan/atau tunjangan lain bagi setiap anpgots Komisaris dan
Thrckst, serta rincian  mengenal  gaji/honorarium, Iasilitas,
dan/atau tunjangan lain yang diterima cleh angpota Komisaris
dan Direksi vang sedang menjabat, khusus dalam RUPS

mengenai Laporan Tahunan:
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(4]

(1)
(2]

{3]

{4

{3]

{1]

e, informasi  menpenal Ancian rencana kega  dan angpamman
perusahaan dan hal lain yang direncanalan untuk dilaksanaken
oleh Pergeroda, khusus unluk EUPS Eencana Jangks Meneneah
Perusahaan dan Rencana Kega dan Anggaran Perusabhaan;

d. infortmasi kewvangan atau hal lainnya  vang  menyangkul
Perseroda wvang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan, dan

e. penjelasan leogkap dan informasi vang akurat mengenzai hel
vang berikanan denpan agenda RUPS vang diberikan sebelum
dan/aten padea saat RUPS berlangsung.

RUFE dalam mata acara lam berhak mengambil keputusan sepanjang

senmis Pemegang JSaham hadir danfatau diwakili dalam RUFPS dan

menyetujul tambshan mata acara EUPS.

Reputusan atas mata acara tambaban ebagaimanes dimaksud pada

ayat (2] hatus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 20
Sctiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuaikan ryalah RUPS.
Fisalah RUPS sebagaimana dimaksud pada avar (1) minimal memuat
waktu, apenda, peserta, pendapat vang berkembang dalam RUFPS,
dan kecputusan BRUPS.
Kisalah RUFS sebagaimana dimsksud pada avat (1) ditandatangani
oleh Ketua RUPS den minimal 1 [satu] orang Pemegang Saham vang
ditunjuk dari dan oleh pesarta RUPS
Tanda tangan sebagaimena dimaksud pada ayat (3§ tidak disyvaratkan
apabila risadah RUPS tersebut dibuat denpan aktn Notariz.
Setiap permegang aabam berhak untuk mempercleh salinan risalah
RLIPSE,

Faszal 21
Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS dengan
Svarat semua pemegang zaham dengan hak suara rmenyetujul secara
tetrilis dengan menandatangani kepulusan slas wsulan Dircksi dan

Koemisarns/ Komusans.



(2]

[1F
(2}

Kepulusan pemegang segham scbagaimana dimaksud pada avat [1)
mempunyal  kekuatan hukum  mengikat yang sama  dengan
keputusan RUPH secara fisik,

Pasal 22
Pembentukan anak perusahasn harus disetujui oleh RUPS.
Setiap penambahan modal disetor vang mengakibatlcan perubahan
kepemilikan saham BUMD pada anak perusahaan dilakukan dengan
persetyjuan oleh RUPS,

Fasgl 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai RTUIPS dileksanaken =esuad dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan  yatg menpoatur mengenal

prerseroant terbatas.

(L3

(<]

Bagian keonam
Eentuk Keputusan Pemilik Modal atal Pemegang Saham

Pased 24

Keputzsan Wali RKota eelaku pemegang saham  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 dan Keputusan Wali Kota sefaky pemilik
modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan
dalam bentuk surat biasa, nisalah RUPS danfatau produk hukum
Deerah lainnya yang kesemuanya mempunvel kekuatan mengikat
selaku RUIPS atau KPM.

Surat biasa, nsalah REUPS danfatau praduk hukum Daerah lainnya
sebagaimana ditnaksud pada avat (1) disampaikan dalam ratgka
metnberkan keputusan atas usulan yang disampaikan oleh Direkosi

dan Komisans atau Dewan Pengawds.

Bagman Ketujuh
Peflakuwan Setara Kepada Pemegang Sahbam



Pasal 25

(1] Pemegang saham vaony memiliki sesham dengan klagifikas vang sama
harys diperlakulkat sctara.

(4} Sedap pemegang saham berhak mengeiuarkan suara sesuai dengan
klasifikasi dan jumlah saham vang dimiliki.

{3 Settap pemcgang saham berhak rempercleb infurmast yang lengkap
dan akurat mengenai BUMD, keeuali untuk informas: dimana Direlsi
memiliki alasan yang dapat dipertanggungawablkan untuk lidak
memberikannya.

Eagian Kedelapan
Seleksd, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan
Pengawas atau Komisaris dan Direksi

Pasal 26
Selekal, penganghatun dan  pemberhentian  Dewsq Pengawas atan
Eomisaris (an Direksi sesuai dengan Peraturan Tiaerah Mmengenai
Petidinan BUMD atan sesuai ketentuzn peraturan perundang-undangan
¥alg mengatur tentang Pengangkatan den Pembethentizn Anggota Dewsn
Pengaway atau Komisaris dan Direksi BUMD.

l'asal 27

Pengangkatan Calon Angpola Dewan Pengawas satau Komizariz dun

Direksi terpilib dilakukan tengan:

a.  Keputusan KPM bagi Perumda;

b, Keputusan RUPS bagi Perseroda vang aelurub sahamnvya dimiliki olsh
Dasrah; dan

t.  Keputusan REUME secara fisik atau keputusan seluruh pPormegatiy
saham di luar RUPS bagi Perseroda vang sebagiun besar sauhamnya
dimiliki oieh Daerah,

Pasal 28
(1} Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sleh kEM dan Anggota
Komisaris atau Komisars diberhentikan oleh RUPS.
(2] KPM dan PRLUIS mengatur teknis pelaksanaan pemberhenian
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat mater:



A, usulan penpgunduran dird dari vang bersangkutan:

b. jangka walctu persetujuan pemberhentian: dan
¢ tata cars peniberhentian.

Pasal 29

Penganghkatan Calon anggota Direksi dilakukan dengan:

a.

Keputusan KPM untuk Perurnda;

Keputusan RUPS bagi Perseruds yang seluruh sahamnya dimiliki cleh
Dagrah; dan

Keputusan RUPS gecarsn fisik atau keputusan seluruh pemegang
saham di luar RUPS bagl Perseroda yang sebagian besar sahamnya
dirmliki cleh Daerah.

I*a=al 360

FPembagian tugas dan wewenang anggota Direkai BUMD ditetapkan dalam
angparan dasar.

i)

(2]

(1]

£2)

Pasal 31
Dureksi pada Perumda diberhentikan olech KPM dan Direks=i pada
Perscroda diberhentikan aleh RUPS,
KEPFM atau RUFS mengatur teknizs pelaksanaan  pembecheniian
sebagaimana dimaksud pacda wyat ] minimal memoeat materi:
d. wusulan pengunduran din dan vang bersangkutan;
b. jangka walkty persetyjuan pemberhentian; dan
2, tata cara pemberhentian.

Bagian Kesembilan
Penyusunan Eencana Bianis dan Bencana Kerja
dan Anggaran Dadan Usaha Milik Daerah

Fasal 32
femegang saham atal pemilik medal menyampaikan aspirasi kepada
Bireksi dalam rangka pernyusunan rencana bisnis dan RKA BUMD.
KFM atau RUPS mengesahkan rencana bisnis dun RK3 BUMD vang
disusun oleh Direksal dan telah diselgjui oleh Dewan Pengawas alau
Komisaris dengan memperhatikan aspirasi pemmangku kepentingan.



{3)

{1]
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(3]

(4]

(1]

(2]

KFhl dan RUPS menggunakan Hencana Bisnis Jden RKA BUMD
sebapgal dasar perjanjian kontrak kinerja dan  penilaian  kinega

Dircksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.

Bagian Kesepuluh
Fenggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah

I'asal 33
Penggunaan laba Perumda diarur dalam angegaran dasar.
Fenggunaan laba Perumda selmgaimanzs dimaksad pada ayat (1)
digunakan untulk:
a.  pemenuban dana cadangan;
b peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelavanan

umur, pelayanan desar, dan usaha penntisan Peruimda vang

bersangkulan
¢  dividen yang menjadi hak Daerah;
d. tantiem untuk anggots Direksi dan Dewan Pengawas:
e, boous untuk pepawai; dan
. penggunaan laba lainmyva sesuai dengan ketenluan peratiuran

perundang-undangan.
KPM  memprioritaskan  penggunaan laba Perumda  unruk
pengingkaign kuantitas, kualitas, dap keontinuitay, pelayanan umum,
pelayanan dasar, dan usaha perintisat Petumda, yvang bersangkutan
sctelah dana cadangan dipenuhi.
Fesaran penggunaan laba Merumda ditetaplan setiap tahun oleh
KPM.

Fagal 34
Perumdea wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih scHap
tahun buku unruk dana cadangan.
Fenyisihan laba bersih sehagaimana dimaksud rade avat (1} wajib
dilakukan sampai rfenpan dang cadangan mencapai minimal 20%
(dua puluh persen] dari meadal Perumds.
Kewajiban penyisthan dana cadangan sebagaimana dinmuksud pada
ayat (2] berlaku apabila Perumda mempunyai salde laba yanyg positil.
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(7}

Dang cadangan sampai dengan jumlah 20% [dua puluh persesn] dari
modal Perumda hanya dapat digunakan untuk menutun Kerugian
Ferumda.

Apahila dana cadangarn telah melebibi jumlah 200 (dua puluh
peracn). KPM dapat memutuskan agar kelebihuan dar dana cadangan
tersebut digunakan untuk keperluan Perumda.

Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cedangan tersebut
memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laba vang diperoleh dan pengelolzan dana cadangan dimasgkkan
dalam perhitungan laba rgi.

Pa=al 35

Deviden Perumda yang telah disahkan oleh KPM menjadi hak Daerah dan

merupwian penerimaan Daerah.

{1}

2]

[1}

(4]

Bagian Kearbelas
Pengpunaan Laba Perusahaan Persernan Daerah

Pasal 358
Penggunaan jatx Perumda dilaksanakan sesuai ilengan kKetentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persercan
terizatus,
Dividen Perseroda yang menjadi hak Daerah dan teluah disahkan cleh

RUPFS merupakan penerimaan Daerah.

Bagian Keduabelas
Pengginaan buba Badan Usaha Milik Daerah
Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 37
BUML melaksanakan ranggung jawab sosial dan lingkungan dengan
card menyisihkan sebaman laba bersih,
Penggunaan laba untule tanggung jawal seosial dan lngkungan
sebaguimana dimaksud pada ayat [1) diprioritaskan untuk keperican
pembinaan usaha mikre, usahe kecil, dan koperasi.




Pasal 18
11] KFM artan RUPS menetapkan Indikator Pencapaian Kinema Dewan
Pengawas atau Komisariz berdasarkan ysulan dlari Dewan Pengawas
atau Komisaris dan renilyj CAPAANNYAE,
(2} KPM atau RUPS nengesahikan laporan tahiunan BUMID.

Pasal 39
Pemilik Moxlal atay Pemegang Sehaw  melaksanakan Tata Kelola
Perusaiian Yang Baik sesuai fdengan wewenang dan tanggung jawalnya.

BAR v
DEWAN PENGAWAS ATAL KOMISARIS

Bagian Kesaty
Tlgas

Pagal 40
(1) Dewan Perigawas bertugas:
a.  melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
b, mengawasi dan roemberi nasihar kepada Direksi dalam
menjalanian pengurusan Perumeda.
(2} Komsans bertugas-
4. melakukan pengawasen terhadap Perseroda; dan
b, mengawasi dan memberi nasihai kepada [hreksai dalam
mengalankan dan pengurusan Perseroda.

(3] Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawsas atan Komisaria
harus mematuhi ketefituan peraturan perundang-undangan dan
anggaran dasar,

(4 Dewan Pengawas atau Komisars harug memantes dan memasiikan
balrws Tata Kelode Perusahan Yang Haik telub diterapkan secara
efektil dan berkelanjutan.

(ot Dewan Pengawasz arau Homisars weglh menyamparkan laporan
tenrang tugas pengawasan yeng telah dilakukan kepada KPM atay
RUFS sesuai ketentyan perundang-rndangan.

{&]  Dewan Pengawas arau Komisars memastikan bahwa dalam Laporan
Tahunan BUMD talah menmnat infarrmeasi DIergenai:




(1

{2

(3]
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i3]

a. chelentitas;

b. pekegaan utamanys;

¢, jabatan Dewan Pengawaa atay Komisars di perusahaan lain
apahila ada;

d.  termasuk rapat yang dilakulkan dalam satu tabun buku berupa
rapat internal atau rapat gabungan denean Direksi; dan

e honorarium, fasilitas dan tunjangan lain yang diterima dar
BUMD vang bersangkutan.

Fasal 4]
Bewan Pengawas  atau  Komisards memberikan arahan  serta
pemantauan terhadap perubshan lingkungan bisnis yang memitikd
dampak signifikan rerhadap perusabaan.
Dewan FPengawas atou Homisatis dalam batas kewenangannya,
Merespon  sAran, harapan, permeasalzhan, dan keluhan  dari
Pemanpkyu Hepentingan yang disampaikan langsung kepada Dewan
Pengawas atau Komisars ataupun penyamnpaan oleh Direksi.
Elewan Pengawas ataw Komisaris memberikan arahan tentang:
A, kehijakan penguatan sistem pengendalian intern:
b, kebijekan mangjemen risiko perusahasn,
©  siztem teknolegi informasi vang digunakan perusahaan;
d. kebijakan dan pelaksansan pengermbangan karit;
€. kebljakan akutansi dan penyusunan laperan keuangan sesuai
dengan standar akutansi vang bertaku umum di Indonesia;
. kebijakan pengadaan barang atay jasa dan pelaksanaaritiva; dan
£ kebjjakan mutu dan pelayanan sertz pelaksanaan kebijakan
tergebat.
Dewan Pengawas atau Komizatis mengawasi dan  memantay
kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan dan
perjanjian dengan pihak ketiga.
Dewan Pengawas atan Komisaris memberikan persetujan Atas
transaksi ataw tindakan dalam kngkup kewenargan Dewan Pengawas
dtau Kownisaris ataun PM/PS,



=)

Dewan Penpgawas atau Komisaris momastikan audit eksternal dan
andit internal dilaksanakan serara efukrifl serta melaksanalan tetaahb
atas pengaduan yang herkartan detgan BUMD yang ditedma oleh

Dewan Pengawas atau Komisaris.

FPagal 42

Selain menjalankan tugas sebagaimana Jdimaksud dalam Pasal 40 dan

Pasal 41, Dewan Pengawas otanr Komisars:

H.

{1]

()

melaporkan dengan segera kepada KPW/RUPS apabila terjadi gejala
menurunnya kinerja perusahaan yang signifikan;

melaksanakan pengawsasan terhadap kebijakan pengelolaagn dan
pelaksanean analk perusghaan/perusahaan patumpan;

menguUsulkan calon anggota direksi kepada Pemilik Modal/Pemegang
Saham zesuai kebijakan dan kriteria selekai yang ditetapkan;

menuai kinerja Direksi dan melaporkan hasil penilzian terseliur
kepada Pemilik Modal/Femegang Saham;

mengusulkan remunerasi Direksi sesual  ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

memastikan phnnsi Tata Kelola Perusahasn Yang Baik  telah
diterapkan dan berkelanjutan. dan

melakukan pengukuran dan penilaian tethadap kinerja Direksi.

Fasal 43

Peniguwasan dan pemberiun nasehat sebagaimeans dimaksud pada
Pasal 40 ayat (1] dan ayat (2] dilakukan unruk kepentingan BUMD
dan  =sesuai dengen maksud dan 1ujuan BUMD  dan  tidak
dirnaksudkan untuk kepentingan golongan atau pihak tertentu.
Bewan Pengawas atay Komisans wajily melaporkan kepada BUMD
mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganyva pada BUMD
yang bersangkutan dan perusahaan lain  termasuk  setiap
perubahannya.

Fasgal 44

Dewan Pengawas atau Komisacis membuat pembagian tugas yang

ditentukan oleh Tlewsn Pengawas atau Kosmisans scndiri.



(1]

(2]

(3}

Pasal 43

Dewan Mengawas atau Komisaris melaknkan penelaan atas wuslan
Direksi mengenal rancangan Rencana PBisnis dan RKA BUMD dalam
kurun walru 15 (lma belas) har kega setslah usulan tersebut
diterima.

Dewan Fengawea argl Komisars  dapat meminta  Lireks:
menvempurnakan rancangan Bencana Bisnis dan RKA BUMD dalam
Lkurun wakiu 15 (lima belas] han kerja sebagaimana dimakand pada
avat [1).

Jika dalam wakiy 15 {lima belas) han kerja =ebapaimana dimalisud
pada ayat |1}, Dewan Pengawas atau Komisaris ridale eenyerujui
rancangan Rencana Bianis dan KKA BUMD, maka rancangan

terachbut dianggap telah disetujui.

Fazal 16

Dcwan Pengawas atau Komisans menvuaun Fencana Kera dan Anggaran

Tahunan Dewan Pengawas atauw Komisaris yang merupakan bagian yang
tidal: terpizahkan dan RKal%

(L}

(2]
(3]

(4

Bagian Kedua
Rapat Dewan Pengawas atau Komisaris

Pagal 47

Rapat Dewan Pengawas atau Komisaris diadakuan secara berlals

minimal sekali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut dapat

merttgundang Direksi,

Dewan Pengawas atau Komisaris menetapkan tata tertib rapat.

Setiap rapat Dewan Pengawas atan Komisans harus dibuatan

risalah rapat.

Risalah rapat sebagaimana dimaksel pada ayat (3 memusat:

4. pendapat vang betkembang dwlam rapat baik pendapar vang
mendukung maupun vang tidak mendukung atau pendapat
ertweda;

b, keputusan/kesimpulan rapat;dan

¢.  alasaun ketidakhadiran anggota Dewan Pengawas atau Anggota

ltomisans apabila arls,
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Pasal 48
Setiap anggota Dewan Penguwas atau anggota Komizaris berhak
mcnerima Salinan risalah apat,
Eigalah asl dari setiap rapat Dowan Pengawas atayu Komisaris
disimpan oleh BUMD wvang bersangkutan dan tersedia apabila
diminta aleh setiap angeota Dewan Penpawas atau  anppnla

komizaris,

FPazsal 49

Jumlah rapat Dewan Penpawas aton Komisaria dan jumlah kehadiran

enggotd Dewan Pocngawas atau Komisaris dimuat dalam Laporan Tahunan

BLIML»

(1)

(2]

(3

Bagian Ketiga
Penilaian Dewan Penpawas atan Komisaris

Pasal S0
Dewan Pengawas= atan Komisaris menvisun dan mengusilkan
Indikator Kinerja Urama kepada KPM/RUPS,
[ndikaror  Kinetja Utama  merupakan ukuran penilpian  atag
keberhasitun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan
dan pemberian nasihat olch Dewan Pengawas atau Komisans =esuat
dengatt kelenluan  peraturan perundang-undangan dan anggaran
dasar,
Inehikator Kinega Utama sehagnimana dimaksud pada avat (2)
mmirral memuat,
a. pelaksanasan pengawasan BUMD
b pembenan masukan dan garan atas pengelolaan RUMD,
., penerapan tata kelola perusahaan vang bailk.
.  antisipasi dan minimalisasl terjadinys kekurangan, dan

e, pemenuhan target dalam lantrak kinetja.

Bapian Keempal
Pelaporan Dewan Pengawas alaw Komisans
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Pazal 51
Laporan Dewan Pengawas atan Komisaria terdini dacd laporan
trivvulan dan laporan tahunan.
Laporan triwltah dan laporan tahunan sebagaimang dimaksud pada
ayat (1) minima] terdini atas laporan pengawasan yang disampaikan
kepada KM alan RUPS
Lapeoran triwulan achagaimana dimaksud pada avat [2) disampaikan
paling lambat 30 [upga puluh] har kerja sctelah akhir trivulan
berkenaan.
Laporan tabunan schagaimana dimaksud pada ayat (2] disampaikarn
paling lambatl 90 {sembilan puluh) har kege serelah tahun buku
BUMD ditwrups.
Laporan tahunan schagaimana dimaksud Pada ayat [4] disahkan okeh
KPM atau RLUIPS.
Dalam hal terdapar Dewan Pengawas atau  Kemisars  Hdak
menandatangani laporan tahunan scbagaimana dimaksud pada ayat
{4] harus diseliitkan alasannya secara tertulis,

Bagian Kelima
Pertpghasilan Dewan Pengaweas atau Komisaris

Fasal 52
Penghasilan anpgota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan
penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh BUPS.
Penghasilan angpota Dewan Penpawas atan Kernisans sehygaimana
dimalksud pada ayat (1} paling banyak terdir atas:
a.  gaji/honorarivm;
Ia,  runjangan;
¢, faslitas; dun/atau
d. tantiem atay insentif kinerja.
Ketentuan  tebib  {anjut mengenai  penghasilan anggota Dewan
Pengawas Atau Komisars diatur dalam Peraturan Wall Kota
tersendin,



Pasal 53
(1} Taobem uncuk Direksi dan Dewsn Penpawas serta bonus untuk
pegawer paling tinggl 5% {lima persen) dan labs bersih setelah
dikiurangi untuk dana cadangan.
(2] Pembenan tantiem yang dikaitkan dengan kinega  Perumda
dianggarkan dan diperhitungkan sebagad biava,

Bagian Keenam
Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi dan Rangkap Jabatan

Fasal 54
Anggota Dewan Pengawas atay) anggota Komisans dilarang melakukan
tindakan yang mempunyal benturan kepentingen dan  mengambil
keuntungan pibadi Jud pengambilan keputusan dan pelaksanaan
kegiatan BUMD vang bersangkutan, selain penghasilan vang sah.

I'azal 535

1) Anggora Dewsn  Penguwas  atau  anggota  kormisaris  dilarang
memangku Ickih dari 2 {duezaj jabatan Angpota Dewan Penpawas
dan fatau Komizsaris.

(2] Pelanpgaran ketentuan sebagaimang dimaksud pada avat (1} dilenai
sanksi administratif berupa  diberhenlikan  sewaklu-waktu  dari
jabatan =ebapai anggota Dewan Pengawag dan fatan Komisaris.

(3] Dalam hal ketentuan sebagaimana dimalsud pade avar (20 tidak
dilaksanakan oleh KPM atan RUPS paling lama 20 [duza pulub) han
keria =ejak vang hersangkutan diangkat memangku jabatan baru
sebagali anggota Dewan Petigawas atal Komisans dinyatakan
berakhir.

Pasal 56
(1} Angpowtn Dewan Pengawas atau Homisans dilarang memangky
Jjebatan rangkap sebapai:
8. angpota Direksi pada BUMD, BUMN dan/atau badan usaha
milik swasta;



{2]

(3

{1}

{2
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[

(3]

b. pefabat lainnya  =eguaj dengnn  ketentusn perundang-
undangan;dan fatay
. pejabart lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1] dikenai
sanksl administratil berupa diberhentikan sewakiu-wakiy dan
Jabalan sebaesn; Angeota Dewan Pengawas ataw Komisaris,
Dalamm hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] tidak
dilaksanakan oleh XPM atauy RUPS paling lama 20 [dug pulubt hari
ketfa sejak vang bersangkutan diangkat memanglku Jabatan barg
sebagal anggots Deswan Fengawas atau Komisaris, jabatan Fang
bersangkutan dinyatskan beralhir.

Bagman Ketujuh
Sekreturis dewan Penpawas atau Komisaris

Fasal 57
Dewan Pengawas atau  Komisaris dapar mengangkat BEOrAng

®ekretaris yang diblavai oleh BUMD,
Tugas sckretaris sebagaimana dimaksud pPada avat (1] untuk
membanty kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pergawas zmtay

KiNTisaris,

Bagian Kedelapan
Organ pendukung Dewan Pengawas atan Komisars

Fagal 58
Organ pendukung Dewan Penpawas atau Komisans, terdiri dar:
& komite avudit;
b, komite lainnva,
Komite lainnya scbagaimans dimeksud pada ayat (1} hurud &
nteliputi:
4. komite pemantayu manajemen reailo,
b, komite nominasi dan remunerasi; dan
c.  komite pengetnbangan usaha.
Senrang atau lehik angecta komite sebapaimang dimaksnd pada ayat
(1] Buruf b berasal dard ANEHOMA Dewan Perpawas atau Komisatis,




(1

{2]

Paga] 59
Komite audit dan komite lainnya sebapgaimana dimaksud pacda Pasal
28 avat (1) beranggotakan unsur independent dipimpin oleh scorang
anggota Dewan Pengawas atau anpgots Komisards.
kormute audit dan komite laintya sebagaimana dimaksud pada Pasal
28 ayat (1) dalam peluk=anaan tugasnyve dapat berkoordinasi dengan

satluan pengawas intern.

Pasal 50

Komire awdit mempunyai tugas:

da.

(

(2]

{3)

membantuy Dewan Pengawas atau Komisats dalam mermastikan
efclktivitas sistem pengetdulian intern dan efekrivitas pelaksanaan
lugas auditor eksternal,

menilai pelaksanaan kegiatan serta hasii audit vang dilaksanakan
oleh satuan pengawas intern maupen audilor eksternal;

memberikan  rekomendasi  mengenai penyemplimaan aistem
pengendalian manajemen serta pelaksanaanya;

memastikan telah terdapal. prosedur reviu vane memuyaskan terhadap
segela informasi vang dikeluarkan oleh perusahaan:

melakukan identifikasi terhadap hal yang memerhikan perhatian
Dewan Pengawas atau Komisaris, dan

melaksanakan tugas Tainnya yang terkait dengan pengawasan yang
diberikan oleb Dewan Pengawas atau Komisatis,

Pasal 61
Dalam komposisi Dewan Pengawas atau Kotnisaris minimal 20 (dua
puiuh pergen] merupakan anggota Dewan Pengawas atan Komisaris
Independen yung ditetapkan dalam kepniusan pengangkatannya,
Dewan Pengawas atau Komisaris merupakan majelis dan sctiap
angeota  tidak  dapat  bertindak  sendid-sendin, melainkan
herdasarken keputusan Dewan Pengawas atau Komisaris.
homposisi dan krileria anggota Dewan Penpawas atm Komizaris
Independen bagi BUMD tertentu, mengilkieti regulust di bidang usahe
¥eng bersangkuran danfatay regulasi ¢ idang pasar medal,




Pasal 62

Dnrekrai wajib memastikan agar informasi mengenai BUMD dapat diperolah

Dewan Pengawas alau Komissns secarn tepat wakiu, terukur dan
lengkap.

f1)

(<)

(3

(4]

{1]

BAE VI
DIRERS]

Buapian Kesatn
Tugas dan Tangaung Jawab Direkai

Fasal &3
Balam melaksanakan tugasnva, Direksi wajib mematuhi Angparan
[rasar BUMD dan peraturan peryndang-undsnean.
Direksi melaksanakan tugasnye dJdengan  itikad baik  untuk
kepentingan BUMD dan sesuat dengan maksud dan tujuan BUMD,
seTta memastikan agar BUMD melaksanakan rtanggung jawab
goelallya  serla  memperhatikan  kepentingan dard  Pemangku
Kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Salah  aeorang Direksi  ditunjuk ofeh  rvapat Direkst aehagai
penanggung jawab dalam penerapan dan pemanrauan Tata Kelola
Perusahan Yang Baik di BUMD,
Setiap anggola Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi
apabtla yang bersangkutan bersalzh dan lalar menjalankan tugas
sebagaimana dimaksiud pada ayai. (1).

Paszal 64
Direksi tenyampaikan infermasi mengenai hal vang diperlukan
dalam laporan taliunan vaitu:
4.  prohl Direksi;
b, jebatan Komisaris di anak perusahaan, perusahaan patungan
danjatau perusabaan lainnya bila ada;

c. rapat Direksi dan rapat gabungan dengan Dewan Pengawas atau

Koy sars,



(2]

i3

(1]
(2]

1)
(2]

(3)

d.  gafl. fasilitas, dan/atau tunjargan lainnya vang Jitenima dari
BUMD dan anak perusabiaan atau  permsahaan  patungan
ELML:dan

e. kepemilikan saham dan/atau keluarganya [auami/istri dan
andak) pada BUMD dan perusshaan lmin termasuk setiap
perubahannya,

Direksi  wajib melaperkan kepada KI'M  mengenai kepemilikan

sabarmnya danfatau keluargativa pada BUMD vang bergsangkutan

dan pada peruzahaan lain, termasuk sedap perubahannya disertsn

Fakia integritas untuk menghindarican divi dan segala bentuk

hettiran kepentingan.

Atas permobonan tertulis dari Pemegang Saham, Direkzi memberi

izl kepada Pemegang Saham untuk memeriksa dafar penilegang

saham, daftar khusus, risalah FUPS dan Laporan Tahunan serty
mendapatkan salinan risalak dan salinan Taporan Tahunan.

Bagian Kedua
Rencana Jangka Menengah Perusahaan dan
Reticana Retja Anggaran Perusahaan

Pagal 65
Direksi menyiapkan Rencana Jangka Menengah Perusahaan.
Fencana Jangka Menengah Perusahaean merupakan rencana sirategis

¥ang mmemuat sagaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka
wakru 5 {lima| tahun.

’asal 66

Direlesi menyusun Rencana Bistiie dan REA BUMD.

Drirelisl bersama jafaran perusahaan rmenyugun Fencana Hisnis vang
hendak dicapai dalam janplea waktu 5 thma)] tehun berdasarkan
anggaran dasar,

Penyusunan Rencana Bisnis wbagaimany dimaksud pada aval [1}
memperhatikan aspirasi para Pemangku Kepentingan dan disetujui
bersama oleh Dewan Penpawas atay Komisaris dan disahican nleh
KFM atau RUPS,
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Pasal 67
Eencana Jangka Menengah Peruzahaan rminimal memuoat:
a.  evaluasi pelaksanasn Rencana Jangka Menengzh Perusahaan
sebelumnya;
b, posisi BUMD saat ini;
asumsi yang dipakal dalam penyusunan Rencana Jangka
Metiengah Perusabaan; dan
d.  penslapan visi, misi, tujusn, sasaran, strategi, kebijakan dan
program kerja jangka menengah,
Lalam hal adanya rencana penyertaan modal alau pengurargan
modal dan Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis discsuaikan detgan
Peraturan Daerah t1entang Penyeriaan Modal dan hastl anatisis
inveatasi yang disusun oleh Pemecintah Daerah.
DCewan Pengawas atau Komisaris mengkaji dan  memberikan
pendapat mengenai Rencana Jangka Menengah Perusahaan yang
disiapkan oleh Direksi sebelum ditandatangani bersama.
Ketentuan mengenai tata rcara penyusunan Rencana Pisnis dan
Kencana Kerja dan Anggaran BUMD mengacy peda  ketentuan
perundang undangan tentang Rencana Risnis, Rencana Herja dan
Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan evaluasi BUMD.

Pazxa] 68
Dhrelsi wajib menyusun Rencana Kerjn dan Anggaran Ferusahaasn
schagli penjabaran tahunan dar  Rencana Jangka  Menengsh
Perusahaan.
Rencana Kerja dan Anggaran l%erusshasn sebapaimana dimaksud
pada ayat {1} minitnal memugat;
8. visi, misl, 1juan, sasaran, strategi uaaha, kebijakan peruysalimaan
dan program kerja atau kegiatan;
b anggaran perusahaan vang dirinei atas selAp anggaran program
kerja atan kegiatan,
<. proveéks kevangan perusshaan dan anzk petusahasnnya; dan
d.  hal lein yang memerlukan keputusan KPM atau RUES,
Dewan Pengawas atay Komisaris metigkajii dan  memherkan
pendapat mengenai Rencana Kerja dan Anpgaran Perusahsan vang
theiapkan alch DNireksi sebelurm ditardatanpani ersama.




{1]

(2]

Hapian Ketiga
Penyvelenggaraan Daftar Dokumen Direksi

IPasal &0

Untuk memenuht syarat akuntabilitas, !mansparansi dan  tertib

administrasi, THireks wajib:

a. membuat daftar pemegang saham, daftar khugus, risalah RUPE
dar tisalab rapat Direksi,

b, membuat Laporan Tahunan dan Dekumen  Keyganpsn
Ferusahaan;

c. memelibava seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan
perisabiaan dan dokumen kinnya; dan

d. Dircksi menyimpan seluruh  daftar, risaleh dan  dokumen
kevangan perusahaan dan  deokumen lainnya  di tempat
kedudukan perusahaan.

Atas permohonan tertulis dan Pemegang Sabam, Direksi mermbed

izin kepada Pemegang Saham untuk memeriksa seleruh  dafrar,

risalah dan dokumen keuangan perusahaan dan Laporan Tahunan

=era tmendapatkan  salinen nisalabe RUPS dan salinan laporan

Tahunat.

Bagian Keempat
larangan Mengambil Keuntungan Pribadi
dan Ranpgkap Jabatan

Pasal 70

Para anpgota Diireksi dilarang melakukan tindakan FYARRE Metopunyai

heénturan kepentingan dan mengambi] keuntungzn pribadi langaung atau

lidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMD vang

hersangkuian gelain penghasilan vang sah.

(1]

Pasal 71
Anggota Direksi dilarang memanpku jabatas rangkap achagal
. anggota Direksi pada BUMD lain, BUMN dan badan usaha milik

EwANiH,
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b, jabmtan  lainnya  gevual ketentuan  peraturan perundang-
Undangan: dan/atau

¢. Jabatan lain vang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pelanggaran ketentuan schagaimana dimaksud pada avat (1] ¢hikenai

sanksi administratif terupa diberhentikan sewaktu-walou  dari

jabatan sebagal anggota Dircks:.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) tidak

dilukyanakan oleh KPM atau RUFPS paling lama 20 (dua puluh) har

kerja agak vang barsangkutan diangkal memangku jabatan sebagai

anggeia Direlksi, jabatan yang hersangkutan dinyatakan berakhir.

Baman Kelima
Rapat Direles:

Pasal 72
Dircksi menetapkan tata ieriib rapat Direksi.
Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi
Dalam keadaan tertentu, kepuiusan Chrekasi dapat diambil di luar
rapat Direksi sepanjarig seluruh anggota Diveksi seteju dengan tanda
Langan tentang cara dan materi vang diputuskan.

Paszal 73
Fapat Direksi diadakan secam berkala minimal selali datam actiap
bulan dan dalam rapat tersebut Direlsi dapat mengundang Dewan
Pengawas atal Komrsaris,
Risalah rapat Direksi dibuat uniuck sctiap rapat Direksi vang memuat
sepala sesuatu vang dibicarakan dan diputuskan dalam rapaf,
termasuk pendapat yang berkembang dalam mpat, baik pendapat
yang mendukung maypun ddak mendukung atsu pendapat berbeda,
sera slagan ketidakhadiran anggnta Direksi apahila ade.
Sefiap angpota Direksi berhak menerima salinan Heslah rapat
Direksi, baik yang bersangkutan hadir atay tidak hadir dalam capat
terschut.
Risalah asli dari setiap rapat Direksi disimpan oleh BUMD yang
bersangkutan,



Pasal 74

Laporan Tahunan BUMD memuag jumlah rapat Direksi dan Jumlah

ketidakhadivarn masing-masing anggota Direksi.

£1)

(<]

(3

()

0y

DBaman Keenam
Penilaian Dhireks:

Pasal 73
Direksi menyusun fdan menyvampatkan Indikalor Kmnerja TMtama,
secard  individual atau  kolepial kepatda Dewan Pengawas atau
Komisaris  untuk  mendapat persetujuan dan sefanjutnya
ményampaikan kepada KFPM atau RUPS untuk mendapatkan
Hngesahan,
Indikator  Kinerja Utama merupakan okuran penilaian  atas
keberhasilan pelaksanasn tugas dan tanggung jawab pengurusan
BUMD sesuai ketentuan peratiran perundang-undangan dan/fatau
ANpEAran Jasar.
[nelikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada avat [3) paling
sechlat memugat:
a. Pemenuhan target dalam kintrak kinerja;
lr.  Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik [GOG); dan
€. Antsipasi dan/atay minimalisast terjadinya kecurangan,
Direksi menyampaikan laporan realizag; indikater Kitega Uiama
kepada  Dewan  Pengawas  atau  Komisaris  yntul mendapat
petactujuan dan selanjutnya menyampaikan kepada KPM atau RUPS
tabunan untuk mendapal pengesahom.

lagian Ketujuh
Pelaporan Direlesi

Pasal TH
Laporan Direksi BUMD {ardiri atas:
a. lapeoran bulanan:
b. [aporan triwulan; dan
.  laporan tahupan.
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§i)

{2)
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Laporan bulatan dan laporan trivulan sebagaimana dimaksud pade
ayat [1) huruf a dan hursil 1 tepdiri atas laporan kegiatan operasional
dan laporan keuyangsan yang didampaikan kepada Dewan Pengawas
atall Komisaris.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf o
terdini atas laporan keuatgan yvang telah diaadit dan laporan
manajemcn  vang ditandatangani bersama  Direksi dan Dewan
Penpawas alau Komesatss,

Angpota Direksi yang ladak  menandatanpgani laporan tahunan
sebagaimana dimaksud pada arat (3) menvebutkan alasannya secara

tertulis.

Pagal 77
Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksad
dalam Pasal 70 ayat [2) dan ayat (3] disampaikan kepada EPM atan
EUES.
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1] disahkan
oleh KPM atau EUPS paling lambat 30 [tiga puluhj har kerja =etelah
diterima.,
Laporan tahunan sebageimana dimeksud pada ayat {2) dizampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri.

Fazai 7R

Direksi mempublikasikan laporan tahutlan Kepada masyarakat paling

lambat 15 {lima beias) hari kerja setetah laporan {ahunan sebagaimana
dimaksud 77 disabikan oleh KPAW ptau RUPS,

(1}

Hagian Kedelapan
Laporan Tahunan Perusahasn Umum Daerah

Pasal 7O
Laporan tahunan Perutmgda terdin atas:

8. lapouran keuvangan, dan

b, laporan manajemen,



[Z) Taporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tminimal

Femuat;

. neraca alhir tahun bull dengan tetap membandingkan tahun
buku sebefummnya;

b. laporan laba rugi dari tahun buku yang Bersangkutan:
laporan arus kas,

tl. laporan ekuitas perusahazn: dan

€. catatan atas laporan kellangan.

i3] Faporan mangjemen sebagaitnana dimaksud pada ayat (1) huruf b

minimal memuat:

4. laporan kegiatan operasiounal Perumda:

h.  lapeoran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkutigan;

v, rncian  masalah  yang Hmbul selama tahun  bBuku VAR
mempengaruhi kegistan usaha Perumda;

d.  laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan
oleh Dewan Pengawas selama tahun buku ¥ang bary lampau,

€ nama anggota Dewan Pengawas dan angeota Direksi;

f.  penghasilan anggota Dewan Pengawsas dan angpota Direks:
untuk tahun buku yang bar: lampau; dan

g laporan pencrapan Tats. Kelola Perusahan Yang Baik vang
menetaphun suatw sistem pengendalian  inotern vahg efektifl

untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.

Bapian Kesembilan
Laporan Tahunan Perusahaan Persercan Daerah

Pasant B0
Laporan tahunan bagi Perseroda dilaksanakan scsua kelentian perunda-
undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas,

Bagian Kescpuluh
Penghasilan Direls:

Pr=al 21
(1) Penghasilan Direksi pada i*=rumda diletapkan oleb K™,
[2} Pemghasilan Direkal pada Perscroda detetapkan alseh RUPE,



(3

(4]

(1)

2}

(3]

{4]

(1]

(2}

Penghaxilan anggota Direksi webagaimana dimaksud pada avat (1)
paling banyak terdiri atas;

1. gali;

i, tunjangsan;

¢ fasilitas; dan/falay

d. Lantitemn atau insentif pekegaan.

Kelentuan [ebih lanjut mengenad penghasilan Direkei diatur dalam

Peraturan Wali Koda teraendir.

Hagian Kesebelas
Manajemen Resiko

Fasal 82

Cirekst dalam setinp penambilan keputusan atau tindakan harus
mermpertimbangkan resiko usaha,
Dhreksi membangun dan melaksanaksn manafemen reaiko secars
terpadu yang merupakan bagian dard pelaksanaan program Tata
Kelola Pemernintahan yang Baik.
Frlaksanaan program manajemen resiko dapat dilakukan, dengan:
2.  membentuk unit kerja tersendid; atzu
L. memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan

unttuk menjalankan fungsi manajemen resiko.
Direligi wapib  menyampaikan  profil manajemen  resike  dan
penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan
Lkepada KPM atauy EUPS,

Bagian Kedua belas
Jistemn Fengendalian Internal

Paszl 83
Dvireksi harus menerapkan scaty sistem pengendalian inlermal vang
efektif untuk mengamankan investasi Jan aszet perusahaan.
distem pengendalian internal sebagaimana dirmaksud pada avat (1)
bertpa ;
g,  lnghkungan  pengendalian  intern  dalam BUMD VANR
dilaksanakan dengan disiplin dan terstrukiuer terdin atas:



integritas, nitai etiky den kompetensi karyawan;
filo=ofi dan gaya manajemen;
cara yang ditempuh manajemen dalem melalksatzskan
kewenangan dan lanprung jawabnya,

4. pengorganisasian  dan  pengembangan  sumber dava
manusia,dan

2. perhatian secty arahan yang dilakukan olch Direkss;

k. pengkajian terhadap pengelolaan resiko usaha, vaitu suaty
proses  uniuk mengdentifikasi, menganalisis dan menila
pengetolaan resike vang relevan:

¢. akuvitas pengendalian, yaitu tindakan vang dilakukan dalam
suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada
zetiap tingkat dan umit dalam struktur organisasi perusahaan;

d.  sistem imformasi dan  komunikasi, yaitu  prosces penvajian
laporan mengenai keglatan operasional, finansial serta ketaatan
dan kepatuhan rterhadap ketentuan pecaluran peruandang-
undangan olelh BUMD: dan

2. manitgring pengendalian intern, yaitu proses penilajan terhadap
kualitas sistem pengendalian intern, f(ernasuk fungal intemal
audit sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

3] Aktratas pengendalien sebagaimana dimaksugd pada ayat (2] huruf

Menpenai:

4. kewenangan;

b, otorisas;

€. verifikasi;

d. rekonsgiliasi;

¢.  penilaian atas prestasi kerja;

f.  pembagian tugas: dan

g  keamanan terhadap aset perusahasn.

HBuman Ketipatwlas
Mekanisme Pelaporan Ates Dupaan Penvimpangan
Pada BUMD

Pasal 84
Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan aras
dugaan penyimpatigan pada BUMD.



(1]
(2]

(3]

i)

Pazal 85

Drreksl wajih menyelenggarakatt pengawasan intern.

Pengawasan inern gebagamana dinakaud pada avat (1) dilakubkan

dengan:

a.  membentuk 3P0 dan

b. membuat Fiagam Penpgawasan [nreon.

3Pl sebapaimana dimaksud pada ayat [2) hareol 2 dipimpin oleh

seorang kepala yang dinngkat dan diberhentikan oleh Chirektur Utama

berdazarlzan mekgnisme internal perusahaan dengan persctujuan

Dewan Pengawas atau Komisarns.

Fungs: Pengawasan [nterm sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagai berikut:

a. evaluas: alas cleklivitas pelaksanaan penpendalian  intern,
manajermen mesiko dan proses tata kelola perusahasn sesuad
dengan atlran  perundang-undangan dan kebijakan
perisahaac;dan

lr.  pemerkssan penilaian atas efigiensi dan efekiifitas dibidang
keuangan, opcrasional, sumber daya manusia,  teknologi
informazsi dan kegiatan lainnya.

IPasal 86

Direksi mensosialisesikan Fizgam Pengawasan Intern kepada jajaran

mternal perusabiasn dan Pemanghky Kepentingan,

Pasaj 87

Direlcsi menyvampaikan laporan pelaksanaan lungsi pengawasan intern

secara peruxlik kepada Dewan Pengawas atau Komizaris,

Fazal 38

Direksi menjags dan mengevaluasi kualitas fungsi penpawasan intern di
RUMD.

Bagian Keempat belas
Saruan Pengawasan [ritern



(1)

(<

(3

Pagsl 89
Pada sctiap BUMD dibentuk SPl yang merupakan aparat peoigawsas
Interm perussh@an.
SP sebapaimana dimeksud pada ayat (1] dipimopin olch seorang
kepala vang betanggung jJawab kepada Direktur Utama.
Pengangkatan hkepala 3P sebagaimana dimaksud pada ayac (2)
diakukan setelah mendapatkan periimbangan dan Dewan Pengawas

atau Kotmsans.

FPasal S{1

APl inempunyel tueas:

a.

(1)

(2]

(1)

tienbantu Direktur Utama dalam melaksanakan:

1. pemenksaan operasiongl dan kepangan BUMDY

2. mcnilai pengendalian, pengelolaan, dan pelakssnasnnya pada
EUMD; dan

3.  memherikan saran perbailan,

membenkean keterangan tentang hasit pemeriksaan atac pelaksanaan

tugas 3Pl sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada DLirekiur

UItamsa: dan

memenitor  tindak  lanjuti  atas  hasil pemeriksaan  yang telah

dilapotkan.

Pasgal 91
SPl memberikan laporan atzs hasil pelaksanaan tugas kepada
[irektur Utama detigan tembusan kepada Dewan Penpawas atauy
Eomisans,
SPl dapat memberikan kelerangan secara langsung kepada Dewan
Pengawas atau Kamisaris atas laporan sebagsimana dimaksud pada
avat [1].

Fasal 92
Direktur Utama menyampaikan hesil pemeriksaan 8Pl kepada

seluruh anggota Dircksi wntuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam
rapal Nireksi.



{2] UDweksi memperhatikan dan  segers  mengambil  langkah  yaog
diperlulkan atas segala sesuaty vang dikemukaken dalam setap
laporan hasil pemneriksaan vang dibuat oteh SPL.

Pazal B3
Lalam melaksanakan tugsasnya, SPl wajib menjaga kelancaran tugas
satuan oiganisasi lainnya dalam BUMD sesuai denpgan ftugas dan

tanggung jawabova masing-masing,

Bagian Kelima Belas
Futigsi Kesekretariztan Parusahaan

Pazal 91

(1} Dhireksi wajib menyelenggarakan fungsi kesekretariatan BUMD.

(2} Penvelanggaraan fungsi kesekretaratan  BLUMT? sebapaimana
dimakzud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengangkat searan g
Selretaris Perusahaan.

[3] Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada avat (2],
dianpglkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdassrkan
mekanigme  internal  perusahean  denmgan  persetijuan Dewan

Fengawas alaw Komisaris.

Pasal 95

Fungsi Kesekretarian Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94

avat (1) sebagai herkut:

& memastikan  BUMD  memaluhi  peraturan  tentang  persyaratan
keterbukaan sgalan  dengan penerapan prinsip  Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik:

b, memberikan infermasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan
Pengawas atal Komisaris sccara berkala atau sewaloty-walctu apabilg
diminta;

e athagal penghubung: dun

d. menatausahakan dan menyimpan dokumen perusahasn, termasuk
letapi tidak terbatas pada Defar Permcpgang Sahuam, Daltar Khusus
dan risalab rapat Direksi, rapar Korgisaris dan RUPS,



Fasal 96
[ireksi menjags  dan mengevaluasi kuaiitas fungsi kesekretariatan

perusahaan.

Bagian Kecnam Relas
Tata, Kelola Teknologi [nformasi

FPasal 97
Direksi dapat menetapkan tata lkelals teknologl informasi vang efeldif,

FPasa] 98
Dircksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan taty keloia teknolog

Lrfurmasi secara perodik kepada Dewar Pengawas atay Komisars,

Pasal G0
Lireksi wajib menjaga dan mengevaluas: kualitas firngsi tata kelola
teknologi informas dr perysahaan,

BAB viI
AUDITOR EKSTERNAL ATAS LAPORAN KELANGAN

I*asal 100

(1] Laporan Keuangan Tahunan BLUMD diaudit aleh auditor elsternal
vang ditunjuk olech KPM atay RUPS dari calon yang dinjukan olsh
Dewan Fengawas atau Komisans berdasarkan usulan Komite Audit,

(2] Dewan Pengawas atsu Komisars melalul Komite Audit melakukan
prises seleksi calon auditer ecksterpal sesunl denpan  keteniuan
rengadaan barang dan jass masmg-masing BUMD.

(3] Dewan Pengawas atan Komisaris menyampaikan kepada KPM atacw
RUPS  mengenai alasan  pencalonan tersebut  dan  besarnva
honorarium atan imbat jusa vang diusulkan untuk suditer eksternal
terscehuat.




1]

)

(1)

(4

Pasal 101
Laporan Keuangan Tahunan BLUMD diaudit oleh Auditor ekstemal
yang ditunjuk oleh KPM siau RUPS dar calon yang dizjukan oleh
Deowan Pengawas atau Kamisaris.
Auditor eksternal behas dari pengaruh Dewan Pengawas atao
Komisaris, Direksi dan pihak Permanghku Kepentingan di BUMD.

Fraaa] 102
BEUMD menyediakan semua catatan akutansi dan data penunjang
yvang diperlukan oleh audiler eksternal,
Catatan akutansi dan data penunjang sebagaimana dimalesud pada
ayat (1] memungkinkan auditor ekternal memberikan pendapatnya
tentang kewajaran, kelaaluzasan, dan kesesysian laporan keuangan

BUMD dengan siaruiar akutansi keuanpan.

Pasal 103

hecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

anggaran dasar dan peraturan perusahaan, auditor eksternal, auditor

internal, dan Komite Audit serta Komite Lainnya harus merzhasiakan

informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnyva kecuali yang

diperbolechkan  unmik  tidak  dirahasiakan  berdasarkan  ketentuan

perundang-undangan, anggaran dasar atau peraturan perusahaan.,

1*a=al 104

Dewan Pengawas atayu Koemisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk

menjaga kerahasinan informasi perusshaan.

BAB VINT
INFORMAS]!

Bagian Kesatuw
Kerahasican Informasi



Fazal 105
{1] Elkstermal auditor, (nternal auditor dan komite audit merahasziakan
informasi vang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasiya, kecuali
dizvaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
(2] Dewan Penpgawas atay Komisaris dan Direlksi bertangpung jawab

menjaga kerahaziaan informasi.

Bagian Kedua
Kepemilikan lnformasi dan miongibie Azset

Fagal 106
Informasi dan segala fntangille Asset lermasik hasil fsel, feknologl, dan
hak atas kekayaan ineelekinal yang diperoleh dan penugasan atau

perjanjian kerja atas belwmtt perusahaan menjadi milik BUMD,

Pagal 107
BUMD wajib mentaati keterbukaan informesi dengan mengunglaplkan
informasi penting dalam Leporan Tahunan dan Laporan Keuangan BUMD
scaltal dengan peraturan  perundang-undanpan secara  tepat  waliduy,
akurat, jelas dan obvektif,

BAB Ix
KESELAMATAN, KESEMPATAN, KESETARAAN KER.JA
DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

Pasal 103
Direksi wajib memastikan Bahwa aset dan lokasi usaha serta fazilitas
[BUMD lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan berketaan
dengan keschatan dan keseclamatan kerja serra pelestarian lingkungan.

Faszal 1{H)
Direksi harus mempekerjakan, menetapkan besarmva gaji, memberikan
pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerga
launhya, tanpa memperlihatkan latar belakang etnik, apama, jenis
kelwmin, usia, cacat tubuh vang dipunyai semesrang, atau keadaan

khusus lainnva yang dillndungi olch peraturan perundang-undangan,



Fazal 110
Direksi wajily menyediakan lingkungan kerja vang bebas dan scegala
bentuk tekanan yang mungkin timbul sebapai akibat perbedaan watak,
keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseomung,

BAE X
MONITORING DAN EVALUAST BUUMD

Paaal 111
(1} Monitoring dan cvaluasi BUMD dapat dilaksanakan secara bulanan
(riwulant dan tahunan.
(2] Momitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pade avat (1)
dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan.
(3) Monitoring dan evalnasi scbagaimana dimaksud pada ayat (2
disampaikan oleh:
a. BUMD;
Femertntah Daergh: dan/atau
c.  Kementerian atau Lermhbsga Pemerinteh Won Kementrian vang

terladt,

BAB Xl
HUBUNGAN DENGAN PEMANGKD KEFENTINGANY

Pasal 112
BUMD menghormati  hak  Pemangky Kepentingen  yang  timbuyl
berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan perjanjian  yang
dibuat oleh RUMD dengan karyawan, pelangesan, pemasuk, dan kredimyr
serta  masvarakat sekitar tempal ussha BUMD, dan Permnanglou

kepentingan lainnya.

Pagal 113
Lhreksi terlebih dahuly mendapar peraetujuan dari KPM atau RUPS untuk
melakulan  perjanjian  dengan  karyawan yang  berkairan dengan
penghasilan karyawan  yang tdak diwajibkan oleh atay  melebihi
ketentuan peraturan perundang-undangan.



I'asal 114
BEUMD harua mengalokasikan anggaran dana tanggung jawab sosial dan
lingkunpgan perysaghaan untak mendukung program Pemerintah Daerah.

BAB X1J
ETTHA BERUSAHA, ANTI KORUPSI AN DONASI

Faaal 115

(1] Angpota Dewan Pengawas atas Kemisaris, Direksi, dan karyawan
BUMD} dilarang memberikan slav menawarkan, stan  mencnma
lanpgsung atau tidak langsung hepada atau dan pelanggan ataug
secrang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai
imbalan atas apa yang letah dilakukannya dan tindakan lainnya
sesual ketentuan peraturan perundane-undangan.

{2] Tidak termasul dalam pengertian sebapaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pemberian mtensif kepada karyawan atau pihak lain yvang
telah ditetapkan perusahasn dalam rangka kepentingan perusabiasan.

Pa=al 116
BUMD membual pedoman tentang perilaku etika vang memusat nilai etika
herusaha,

IPasal 117
Direksi menandalangani Fakta Integritas untuk tindakan transalesional

vang memertukan persetujuan Dewan Pengawas atau Komisaris dan
Fetrmilik modal atay RUPS,

Fazal 118
Angpote Dhreksi, Anggota Dewan Penpawas satau Komimaris dan pejabat
tertentu BUMD vang ditunjuk oleh Dircksi menyampaikan laporan haris

kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasal 19
BUMD dalam baras kepetutan hanva dapat memberkan donasi untuk

amal atau lujuan sosial stsuai dengan peraturan perutidang-undangan.



{1

(2}

(3]

(4]

BAB XTIT
PRLAIRAM PENGENALAN BUMD

Paaal 120

Anggota Dewan Pengawas atau Komisatis dan anggota Direksi vang

diangkat untubt pertama kalinya wajib diberikan pregram pengenalan

mengenai BUMD yanp bersanghboutan.

Tangeung  jawab  untuk  mengadakan Program  pengertalan

aebagaimana dimaksud pada avat {1] berads pada SBekretans

Ferusahaan  atiu  lainnya yang  menjaiankan funpgsi sebapai

keackretarian peruysahaan.

Program pengenalan sehagaimana dimakaud pada avat {1) meliputi:

a. pelaksanoasan prinsip Tata Kelpla Perusaban Yang Raik oleh
RUMD,

b gambaran mengenal BUMD berkaitan tlengan tufuan, =ifat dan
lingkup kegiatan, kinerjs ketuangan dan operasi, strategi.
rencana usaha fangka pendek dan jangke Panjang, TN
kompetiti], resiko dan maszalah strategis lainnya;

L. keterangan berkaitan dengan kewenangan yvang didelegasikan,
audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakar penpendalian
internal, termasuk komite; dan

d.  ketcrangan  mengenai tugas dan tanggunp jawab Dewan
Pengawas atau Komisaris dan Dircksi secta hal yang tidak
tJiperbalehlan.

Program pengenalan BUMD dapat beripa presentasi, partemuan,

kunjurgan ke perusahaan dan pengkajian dokuthen atay PIOgrATT

lainfiya vang dianggap sesyai dengan BUMD dimana program
tersebut dilaksanakan.

BAB X1V

FENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN TATA K ELOLA PEMERINTAHAN

{1]

YANG BAIK

Pasal 121

BUMI} wajiby melakukan pengukuran terhadup penermpan Tata Kelala
Ferusahan Yang Baik dalam beniuk:
B, penildian yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanpan




TFata Kelola Perusahan Yuang Baik di BUMD melalui pengukuran
pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahan Yang Baik di
BUMDY; dan

b. evaluasi yaitu program untuk mendeskripsikan tidel lanjut
pelakizanaan dan penerapan Tata Kelota Perusahan Yang Baik di
BUMD yvang dilakukan pada tahun benkuthya setelab penilaian
sebagaimana dimalisud pada huruf a.

(2} Penilaian =ebagaimana dimaksud pada ayat [1) hurul a dilaksanakan
secara berkala setiap 2 [dua) tahun.

(2} Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliput
evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi
perbaikan.

(4) Sebelum pelaksanaan penilaian sebapgaimana dimaksud pada ayat (1)
hurui a didahului dengan tindakan sosialisasi Tata kelola Perusahan
Yang Baik pada BUMD vang bersangkutan.

Pasgl 132

Pelaksanaan penitaian dilakukan oleh:

a. perular independen yang dituryuk oleh Direksi déngan persetujuan
Dewan Pengawas atau HKomisars melslui proses sesuai dengan
ketentuan pengacdaan barang dan jasa masing-masing BUMD: atau

b. jasa inatansi Pemetrintah yang berkompeten di bidang Tata Kelols
Peruaahan Yang Baik yang ditunjuk oleh Direksi dengan persetujuan

Dewan Pengawas atall Komisars mefalui penunjukan langsung.

Pasal 123
Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendici oleh BUMD vang
bersangkutan dan pelaksanaannya dapar didiskusikan dengan atau
meminta bantuan cleh penilai independen atau menpgunaken jasa

Instansi  Pemerintab  yang  berkaompeten di bidang Tata  Helola
Pemerintahan vang Paik.

Pasal 124
{11 Pelaksanasn penilaian dan ¢valuasi dilakukan deagan menggunakar
tndikator atay paramcter yang ditetapkan oleh Permbina HUMDD,



(3) Dalam hal evaluasi dilakukan denpan bantuan penilai independen
atau menggunakan jasa Instansi Pemerintaby vang berkompeten di
bidang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, penilal independen atau
[nstansi Pemerniah yvang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi

penilai pada tahun berikutnva.

Pasal 125
1] HBebelum mnelaksanalan penilaian, penilai sebagmmana dimaksud
dalam Pasgal 121 dan Pasal 123, menandatangani perjanjian
kesepakatan kerja dengan Direksi BUMD vang bersangkutan.
{2] 1emanjian kesepakatan kerja sebagaimonn dimaksud pada ayat [1)
minimal memuat hak dan kewajiban masing-measing pihak, termasuk

Jjangka waktu dan biaya pelaksanaan.

Pasal 1326
Hasil pelaksanaan penilaian dan evaliasi dilaporkan kepada Pemilik
Modal atau RUPS bersamaat dengan penvampaian Laporan Tahunan,

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 127

{1] Pemberlaltuan Peraturan Wali Kota ini terhadap l*erseroda vang tidak
semua sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Dasrah, dilkukuhkan
dalem KUI'S Ferseroda yang bersanglkutan.

(2] Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dapat pula diberlakukan
terhadap perseroan levhalsy vang sebagian sahamnyva dimiliki oleh
IPemerintah Nersh atau anak perusahaan BUMT, sepanjang hal
terzebut  disetujui oleh  BUPS  peraernatt  terbatas atau  anak
perusahaan BUMD dimsakguc)

(31 Anak Ierusahasn sebagaimana dimaksud pada ayvat [2) adalah
perseroan terbatas vang sebagian beasar sahamnya dimiliki oleh
BUMD darn persecoan terbatas yang dikendalikan oleh BUMIY.



(4) Bagi BUMD yang sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat dan telah
melakukan go public, segala ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal,

(3] Bagi BUMD yang bergerak pada scktor tertentu, Peraturan Wali Kota
ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan di selior
tersebut,

BAB XV1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

FPalu,

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Desember 2022
WALI KOTA PALU,

ttd
HADIANTO RASYID
Diundangkan di Palu

pada tanggal 28 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

Lt

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 44




